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PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Tlb

[P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan lbu Rumah
Tangga, tempat kediaman di XXX, dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada Komi Pelda, S.H., M.H., yang beralamat
pada Kantor Advokat KOMI PELDA, S.H., M.H. & Partners,
Jalam Cahaya Hi. Sabki RT/RW 001/002 Gunung Sakti
Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten
Tulang sebagaimana dalam surat kuasa khusus tertangga 4
Maret 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Tulang Bawang tanggal 13 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Office Boy,
tempat kediaman di XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2024
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara
Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.TIb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
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Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menggala,
Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan
Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di kelurahan Menggala Kota selama
kurang lebih 5 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan
tinggal bersama dirumah kontrakan di kelurahan Menggala Tengah
selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah
dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di kelurahan Menggala
Kota selama kurang lebih 4 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat
pindah dan tinggal bersama dirumah kontrakan di Kelurahan Menggala
Kota;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul
layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang

bernama:
1. XXX;
2. XXX;

Anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak yang kedua
dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup
rukun dan damai akan tetapi sejak awal maret 2019 keadaan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan

karena :
a. Tergugat tidak pernah menyerahkan uang hasil kerjanya
kepada Penggugat;
b. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi

rumah tangga dan yang membantu memenuhi kebutuhan ekonomi
rumah tangga ialah orang tua Tergugat;

C. Tergugat mempunyai sangkutan banyak hutang keorang
lain, dan apabila Tergugat ditagih oleh orang lain, Tergugat pusing
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Tergugat lansung marah dan mencekik Penggugat;
d. Tergugat sering main judi online dan Tergugat sering

masang Togel;

e. Tergugat pernah menggadaikan sertifak tanah milik
Penggugat;
f. Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengambil uang

Bank Mekar untuk menutupi hutangnya;
6. Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2023, terjadi pertengkaran/perselisihan
yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi
meninggalkan rumah kontrakan dan pulang kerumah orang tua Tergugat
di Kelurahan Menggala Kota sedangkan selang empat bulan Penggugat
juga pergi meninggalkan rumah kontrakan dan pulang kerumah orang
tua Penggugat di Kelurahan Menggala Tengah, sampai dengan saat ini
telah berjalan lebih kurang 6 bulan 4 hari;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga
Penggugat diantaranya orang tua Penggugat juga keluarga Tergugat
yaitu orang tua Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas,
Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah
tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik
adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:
Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap

Penggugat (XXX);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama
Dendi Abdurrosyid, S.H.l., M.H. tanggal 29 Februari 2024, ternyata mediasi
tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban
secara elektronik sebagai berikut;

1. Bahwa Pada prinsipnya Tergugat membenarkan posita

gugatan angka 1 sampai dengan gugatan angka 4;

2. Bahwa untuk menanggapi posita gugatan point 5, bahwa

benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup

rukun dan damai, namun tidak benar sejak awal maret 2019

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, akan

tetapi yang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai
tidak harmonis terjadi sejak awal Januari 2020, namun
penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
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harmonis yang disampaikan dengan Penggugat ada beberapa
hal yang benar ada sebagian yang tidak benar, dan dalam hal
ini Tergugat menanggapi penyebab yang tidak sesuai dengan
apa yang disampaikan dengan Penggugat pada Point:
2.1 Bahwa Tergugat membenarkan Penyebab ketidak
harmonisan yang disampaikan dengan Penggugat pada
point a,c,e dan f;

2.2 Menanggapi point b, Bahwa tidak benar Tergugat kurang
bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga yang
benar ialah Tergugat masih bertanggung jawab masalah
ekonomi rumah tangga dan Tergugat masih memenuhi
kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan dalam hal ini orang
tua Tergugat juga ikut membantu memenuhi kebutuhan
ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2.3 Menanggapi point d, Bahwa tidak benar Tergugat sering
main judi online dan tidak benar Tergugat sering masang
Togel;

3. Bahwa untuk menanggapi posita gugatan point 6, Bahwa

benar pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada

tanggal 20 Juli 2023, kemudian terjadi
pertengkaran/perselisihan dan saat itu juga Penggugat
mengusir Tergugat dari rumah kontrakan, dalam hal ini Tergugat
pergi bukan keinginan dari Tergugat dan benar pada saat itu

Tergugat langsung pulang kerumah orang tua Tergugat di

Kelurahan Menggala Kota sedangkan benar selang empat bulan

Penggugat juga pergi meninggalkan rumah kontrakan dan

pulang kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Menggala

Tengah, dan benar pisah tempat tinggal antara Penggugat dan

Tergugat kurang lebih 6 bulan 4 hari;

4. Bahwa untuk menanggapi posita gugatan point 7, Bahwa

benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh

pihak keluarga Penggugat diantaranya orang tua Penggugat
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juga keluarga Tergugat yaitu orang tua Tergugat telah berupaya
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya
tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa menanggapi posita gugatan point 8, Bahwa Tergugat
tidak mau bercerai dengan Penggugat;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cqg. Majelis Hakim yang
menangani perkara Nomor: 69/Pdt.G/2024/PA.Tlb ini agar memberikan
putusan sebagai berikut:
Primer:
1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara elektronik sebagai berikut;
bahwa Penggugat tetap berpegang teguh dan tetap mempertahankan
dalil-dalil isi gugatan yang telah diajukan pada tanggal 24 Januari 2024;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cg. Majelis Hakim yang
menangani perkara Nomor: 69/Pdt.G/2024/PA.Tlb ini agar memberikan
putusan sebagai berikut:
Primer:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX)
terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang
berlaku;
Subsider:
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Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara elektronik sebagai berikut;
bahwa Tergugat tetap berpegang teguh dan tetap mempertahankan
dalil-dalil isi jawaban yang telah diajukan pada tanggal 04 Maret 2024;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cqg. Majelis Hakim yang
menangani perkara Nomor: 69/Pdt.G/2024/PA.Tlb ini agar memberikan
putusan sebagai berikut:
Primer:

1. Menolak Replik Penggugat seluruhnya;

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai

dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas hama Penggugat Nomor XXX
yang dikeluarkan oleh Lurah Menggala Tengah Kecamatan Menggala
tanggal 24 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuali, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Menggala Kabupaten Tulang
Bawang Provinsi Lampung, Nomor XXX Tanggal 27 Oktober 2014, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P2;
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Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas
bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 25 Oktober 2014 di KUA Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Provinsi Lampung;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniao 2(dua) orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih
sejak 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2023 Penggugat pergi dari rumah
bersama;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah
Tergugat yang sering berhutang dan Tergugat juga berjudi dan bermain
togel, saksi tahu karena pernah melihat langsung sebanyak 3(tiga) kali;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
rumah sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak
bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja,
bertempat tinggal di XXX di bawah sumpah, memberikan keterangan
sebagai berikut :
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- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2014 di KUA
Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan
Tergugat telah memiliki 2(dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
sejak tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah sejak 8(delapan) bulan yang lalu sampai dengan
sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat
memiliki banyak hutang dengan orang lain, dan orang-orang yang
dihutangi Tergugat menagih hutangnya kepada Penggugat, dan Tergugat
juga tidak pernah memberi nafkah uang kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat
ribut;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak
mengajukan alat bukti surat maupun saksi :
Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai
berikut:
Berdasarkan keterangan para Saksi-saksi dan bukti-bukti dari PENGGUGAT
dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :
- Maka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada
suasana harmonis serta sudah tidak ada ikatan lahir batin antara satu
sama lainnya, oleh karenanya tidak ada kebahagian lagi dalam rumah
tangga.
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- Oleh karena nya PENGGUGAT merasa berhak dan mempunyai
alasan untuk menuntut cerai dari Tergugat karena itu jalan terbaik yang
harus di tempuh.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut PENGGUGAT diatas, PENGGUGAT
mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk
menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT .
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra TERGUGAT (XXX)
terhadap PENGGUGAT (XXX).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan berlaku.
Atau =
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono).
Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tidak

ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap mempertahankan rumah
tangga dengan Penggugat, dengan alasan Tergugat dengan
Penggugat mempunyai dua orang anak, karena kedua orang anak
Tergugat dengan Penggugat masih membutuhkan kasih sayang
antara Tergugat dengan Penggugat.
Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di persidangan, dalam
Jawaban dan Duplik Tergugat, Tergugat memohon kepada Majelis
Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memberikan putusan dengan
amar sebagai berikut:

Primair:
3. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai

dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku;
Subsider:
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Tergugat mohon

kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan
upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, hamun
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R,Bg jis
Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Analisis Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan didampingi kuasa
hukumnya, sehingga Majlies Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu
tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan
tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi
sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para
pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak
berperkara;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan
landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6
Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat
kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk
berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan
kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan
objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak
dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;
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Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi
ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea
Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan
tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan
dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan
ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari
syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat
di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh
Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan
keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5);

2. Penerima kuasa sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk
bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi
sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan
Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah
memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak
Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh
karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara
di muka persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
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Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai
Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertangkaran yang mengakibatnya sejak tanggal 20 juli 2023 telah berpisah
tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada
komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
Analisis Jawab-jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam
jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi membantah sebagian
alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat
wajib membuktikan dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat
kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dapat
diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti
bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kab. Tulang Bawang,
dengan demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tulang
Bawang berwenang untuk memeriksan dan mengadili gugatan cerai yang
diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti
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surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Oktober
2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga
telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat
dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Oktober
2014 di KUA Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, hal
tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau
orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai
hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah
diberi kesempatan dan menyatakan tidak ingin bercerai;

Fakta Hukum
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan
di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:
1. Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki
banyak hutang dengan orang lain, dan orang-orang yang dihutangi Tergugat
menagih hutangnya kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah
memberi nafkah uang kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang dan
selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya
suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah
demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya
sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu
berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami
istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan
benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah
perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan
memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan
keluarga kedua belah pihak;
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Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta
dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak
akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan
menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan
ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali
sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290 yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

wcw&\\nah.7jj o) el 1) Ogj)\d\au. Jag_,J.a.: bjj\l
leeT oy 3 aall plgo

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa “suami istri yang tidak berdiam
serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah
tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah
hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sitri

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh
fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang
bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian
dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan
Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta
memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap
Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp177.000,00 ( seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Ali Muhtarom, S.H.I.,
M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.l., M.Sos dan Dwi
Sakti Muhamad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Meyrista Bella Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Annisa Mina Ramadhani, S.H.l., M.Sos Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.
Panitera Pengganti

Meyrista Bella Putri, S.H.
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Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 32.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
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